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BUPATI KARANGANYAR \ _ _ _  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR 

NOMOR 44 TAHUN 2019 

TENTANG

TEKNIS PEMBERIAN GAJI KETIGA BELAS DAN TUNJANGAN HARI RAYA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KARANGANYAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) 

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 

2016 tentang Pem berian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan 

Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara 

Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik 

Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerim a Pensiun atau 

T unjangan, dan  Pasal 10 ayat (2) P era tu ran  Pem erintah 

Nomor 36 T ahun  2019 ten tang  Pem berian Tunjangan 

Hari Raya Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara 

Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik 

Indonesia, Pejabat Negara, Penerim a Pensiun, dan 

Penerim a Tunjangan, perlu membentuk Peratu ran  Bupati 

tentang Teknis Pemberian Gaji Ketiga Belas dan Tunjangan 

Hari Raya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Provinsi Jawa Tengah ;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),



sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5679);

3. U ndang-U ndang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

K euangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tam bahan 

Lem baran Negara Republik Indonesia Nomor 

4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tnetang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang 

Pem berian Gaji, Pensiun, atau T unjangan Ketiga 

Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit 

T en tara  Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian 

Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan 

Penerim a Pensiun atau Tunjangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 115, 

Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5888), 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2019 

tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pem berian Gaji, 

Pensiun, atau T unjangan Ketiga Belas kepada 

Pegawai Negeri Sipil, Prajurit T en tara  Nasional 

Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik 

Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerim a Pensiun 

atau T unjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 92, Tambahan Lembaran Republik 

Indonesia Nomor 6348);



<

Menetapkan :

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 tentang 

Pem berian Tunjangan Hari Raya Kepada Pegawai 

Negeri Sipil, Prajurit T en tara  Nasional Indonesia, 

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, 

Pejabat Negara, Penerim a Pensiun, dan Penerima 

T unjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6349);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG TEKNIS PEMBERIAN GAJI

KETIGA BELAS DAN TUNJANGAN HARI RAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.

2. Bupati adalah Bupati Karanganyar.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah 

sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 

Karanganyar yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 

Karanganyar.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan 

DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 

yang menjadi kewenangan Daerah.



6. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan 

pemerintahan oleh pemerintah dan DPRD menurut asas 

otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi 

seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara 

Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud 

dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945.

7. Pegawai Negeri Sipil, yang selan ju tnya disingkat PNS 

adalah warga negara Indonesia yang m em enuhi 

syarat terten tu , d iangkat sebagai Pegawai A paratur 

Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pem bina 

kepegaw aian u n tu k  m enduduki jabatan 

pem erin tahan .

8. Pejabat Negara adalah

a. Bupati;

b. Wakil Bupati;

c. Ketua DPRD;

d. Wakil Ketua DPRD;

e. Anggota DPRD.

9. Hari Raya adalah hari raya Idul Fitri.

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 

selanjutnya disingkat dengan APBD adalah Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar.

11. S u ra t  Perintah M embayar yang se lan ju tn y a

d is in g k a t SPM adalah dokum en yang diterbitkan 

oleh Pengguna A nggaran /K uasa  Pengguna

A nggaran (PA/KPA) a ta u  pe jabat lain yang 

d itun juk  u n tu k  m en ca irk an  dana.

12. Surat Perin tah  Pencairan  Dana yang selanjutnya 

d isingkat SP2D ad a lah  surat p e rin ta h  yang 

d iterb itkan  oleh PPKD selaku B en d ah ara  Umum 

D aerah u n tu k  pe lak san aan  pengeluaran  atas beban 

Anggaran P e n d a p a ta n  dan Belanja Daerah 

b e rd a sa rk a n  SPM.



BAB II

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN 

GAJI KETIGA BELAS

Pasal 2

(1) PNS dan Pejabat Negara diberikan Tunjangan Hari Raya, 

Gaji dan Tunjangan Ketiga Belas yang bersumber dari 

APBD.

(2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk 

PNS yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara 

atau ditugaskan di luar instansi Pemerintah Daerah.

BAB III

GAJI KETIGA BELAS 

Pasal 3

(1) Gaji Ketiga Belas sebagaimana dalam Pasal 2 diberikan 

sebesar penghasilan pada Bulan Juni.

(2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 

Penghasilan PNS dan Pejabat Negara yang terdiri dari:

a. gaji pokok;

b. tunjangan keluarga;

c. tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan

d. Tambahan Penghasilan Pegawai.

(3) Gaji Pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan dan 

tunjangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf a, huruf b dan huruf c sebagaimana diatur dalam 

ketentuan peraturan perundang-undangan gaji.

(4) Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf c adalah:

a. Tunjangan Jabatan Struktural;

b. Tunjangan Jabatan Fungsional; dan

c. Tunjangan yang disamakan dengan tunjangan 

struktural.



(5) Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) huruf d adalah Tambahan Penghasilan 

Pegawai yang diberikan terpisah dari gaji sebagaimana 

diatur dalam Peraturan Bupati tentang Tambahan 

Penghasilan Pegawai.

(6) Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

tidak termasuk jenis tunjangan bahaya, tunjangan resiko, 

tunjangan pengamanan, tunjangan profesi atau tunjangan 

khusus guru dan dosen atau tunjangan kehormatan, 

tambahan penghasilan bagi guru PNS, insentif khusus, 

tunjangan selisih penghasilan, dan tunjangan lain sejenis 

dengan tunjangan kompensasi atau tunjangan bahaya 

serta tunjangan atau insentif yang ditetapkan dengan 

peraturan perundang-undangan atau peraturan lain diluar 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(7) Penghasilan seb ag a im an a  d im ak su d  pada ayat

(2) tidak  d ikenakan  potongan iu r a n  dan/ a ta u  

potongan lain selain potongan pajak penghasilan 

berdasarkan peraturan peumdang-undangan.

(8) Penghasilan sebagaim ana d im aksud pada  ayat (2) 

d ikenakan pajak  penghasilan  sesuai dengan 

ke ten tuan  pera tu ran  perundang-undangan  dan 

ditanggung Pem erintah Daerah.

Pasal 4

(1) Pemberian Gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan 

jabatan atau tunjangan umum Ketiga Belas sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, huruf b dan 

huruf c dibayarkan pada Bulan Juni.

(2) Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Ketiga Belas 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) dibayarkan 

pada Bulan Juni.



(1)

Pasal 5

Dalam hal PNS dan Pejabat Negara menerima lebih dari 

satu jenis penghasilan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 3 ayat (2), maka Gaji Ketiga Belas diberikan salah 

satu yang jumlahnya paling menguntungkan.

(2) Apabila PNS dan Pejabat Negara menerima lebih dari satu 

jenis penghasilan, kelebihan pembayaran tersebut 

merupakan utang dan wajib mengembalikan kepada Kas 

Daerah sesuai ketentuan peraturan perundangan- 

undangan.

BAB IV

TUNJANGAN HARI RAYA 

Pasal 6

(1) Tunjangan Hari Raya bagi PNS dan Pejabat Negara 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yaitu sebesar 

penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum 

Hari Raya.

(2) Dalam hal penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan 

sebelum bulan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) belum dibayarkan sebesar pengahasilan yang 

seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, 

kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih 

kekurangan Tunjangan Hari Raya.

(3) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah 

Penghasilan PNS dan Pejabat Negara yang terdiri dari:

a. gaji pokok;

b. tu n ja n g a n  keluarga;

c. tu n jan g an  jabatan atau tu n ja n g a n  u m u m ; 

d a n

d. T am b ah an  P enghasilan  Pegawai.



(4) Gaji Pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau 

tunjangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan 

perundang-undangan gaji.

(5) Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

huruf c adalah:

a. Tunjangan Jabatan Struktural;

b. Tunjangan Jabatan Fungsional; dan

c. Tunjangan yang disamakan dengan tunjangan 

struktural.

(6) Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) huruf d adalah Tambahan Penghasilan 

Pegawai sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati 

tentang Tambahan Penghasilan Pegawai.

(7) Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) tidak termasuk jenis tunjangan bahaya, tunjangan 

resiko, tunjangan pengamanan, tunjangan profesi atau 

tunjangan khusus guru dan dosen atau tunjangan 

kehormatan, tambahan penghasilan bagi guru PNS, 

insentif khusus, tunjangan selisih penghasilan, dan 

tunjangan lain yang sejenis dengan tunjangan 

kopensasi atau tunjangan bahaya serta tunjangan atau 

insentif yang ditetapkan dengan peraturan perundang- 

undangan atau peraturan lain di luar sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3).

(8) Penghasilan seb ag a im an a  d im a k su d  pada ayat (3) 

tidak  d ikenakan  potongan iu ran  d a n /a ta u  

potongan lain selain pajak penghasilan berdasarkan  

p e ra tu ran  perundang-undangan .

(9) Penghasilan sebagaim ana d im aksud pada ayat (3) 

d ik en ak an  pajak  penghasilan  sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan..



Pasal 7

(1) Dalam hal PNS dan Pejabat Negara menerima lebih dari 

satu jenis penghasilan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 6 ayat (3), maka Tunjangan Hari Raya diberikan 

salah satu yang jumlahnya paling menguntungkan.

(2) Apabila PNS dan Pejabat Negara menerima lebih dari satu 

jenis penghasilan, kelebihan pembayaran tersebut 

merupakan utang dan wajib mengembalikan ke Kas 

Daerah sesuai ketentuan peraturan perundangan.

(3) Penerima Gaji Terusan dari PNS yang meninggal 

dunia/tewas diberikan THR sebesar Gaji Terusan.

BAB V

PEMBAYARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 8

Ketentuan mengenai pembayaran Tambahan Penghasilan

Pegawai dari Gaji Ketiga Belas dan Tunjangan Hari Raya

dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bupati tentang

Tambahan Penghasilan Pegawai.

Pasal 9

(1) Pembayaran Gaji Ketiga Belas dilakukan pada bulan 

Juni.

(2) Pembayaran Tunjangan Hari Raya dibayarkan paling 

cepat 10 (sepuluh) hari sebelum hari raya.

(3) Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai dari Gaji 

Ketiga Belas diberikan dengan perhitungan Tambahan 

Penghasilan Pegawai Bulan Mei yang dibayarkan pada 

Bulan Juni.

(4) Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai dari 

Tunjangan Hari Raya diberikan dengan perhitungan 

sebagai berikut:



a. apabila dibayarkan sebelum hari raya maka 

perhitungan yang digunakan adalah pembayaran 

Tambahan Penghasilan Pegawai 2 (dua) bulan 

sebelum bulan Hari Raya; dan

b. apabila dibayarkan setelah hari raya maka 

perhitungan yang digunakan adalah pembayaran 

Tambahan Penghasilan Pegawai 1 (satu) bulan 

sebelum bulan Hari Raya.

Pasal 10

(1) Kepala Perangkat Daerah mengajukan SPM Pembayaran 

Gaji Ketiga Belas dan Tunjangan Hari Raya kepada 

Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah.

(2) Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku 

Bendahara Umum Daerah menerbitkan SP2D.

Pasal 11

SPM Gaji Ketiga Belas dan Tunjangan Hari Raya sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dibuat secara terpisah 

dengan rincian sebagai berikut:

a. SPM Gaji Ketiga Belas untuk pembayaran gaji pokok, 

tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan 

umum;

b. SPM Tambahan Penghasilan Pegawai dari Gaji Ketiga Belas 

untuk pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai;

c. SPM Tunjangan Hari Raya Gaji untuk pembayaran gaji 

pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau 

tunjangan umum; dan

d. SPM Tambahan Penghasilan Pegawai dari Tunjangan Hari 

Raya untuk pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai.



Pasal 12

Tata Cara Pengajuan SPM dan penerbitan SP2D dilaksanakan 

sesuai dengan ketentuan Sistem dan Prosedur Penatausahaan 

Keuangan Daerah.

Pasal 13

Pertanggungjawaban pemberian Gaji Ketiga Belas dan

Tunjangan Hari Raya dibuat terpisah untuk:

a. Pembayaran Gaji Ketiga Belas dari gaji pokok, tunjangan 

keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum;

b. Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai dari Gaji 

Ketiga Belas;

c. Pembayaran Tunjangan Hari Raya dari gaji pokok, 

tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan 

umum; dan

d. Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai dari Tunjangan 

Hari Raya.

BAB VI

PENGENDALIAN INTERNAL 

Pasal 14

(1) Kepala Perangkat Daerah melaksanakan pengendalian 

internal terhadap pembayaran Gaji Ketiga Belas dan 

Tunjangan Hari Raya.

(2) Pengendalian Internal sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang- 

undangan.



BAB VII

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar 

pada tanggal 17 Mei 2019 

BUPATI KARANGANYAR,

TTD

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar 

pada tanggal 17 Mei 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR 

TTD

SUTARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2019 NOMOR 44

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Ba£ian Hukum

311 199903 1 009


